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ABSTRAK 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mandiri dan 
independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan 
dalam sebuah negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum kerap 
kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan 
dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Anggapan tersebut tidak 
sepenuhnya disalahkan, mengingat tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan 
Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015. 
KPU  memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai 
dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan 
penentuan pemenang Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten 
Gunungkidul tentu juga tidak terlepas dari berbagai masalah di dalamnya. Antara 
lain, partisipasi masyarakat yang menurun, daftar pemilih yang masih kacau, 
banyaknya pelanggaran kampanye yang terjadi, dan masih terdapat praktik money 
politic.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan pendekatan normatif- empiris dengan metode wawancara langsung 
kepada responden dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul dalam 
Pemilukada 2015 dengan melihat hal sebagai berikut: pertama, mengenai 
Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Gunungkidul dalam Pemilukaa 2015 menurut Undang- undang No 1 Tahun 2015. 
Kedua, tentang pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap Implementasi Tugas dan 
Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul. Teori yang 
digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Siyāsah 
Dustūriyyah tekait pemilihan pemimpin. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Gunungkidul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2015 sudah 
profesional dan sesuai dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2015. Apabila dilihat 
dari sudut pandang Siyāsah Dustūriyyah belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah- 
kaidah konsep ahlul halli wal aqdi. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan 
wewenangnya dengan semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi prinsip 
musyawarah (Syurā) dan keadilan tanpa mengabaikan hak- hak yang dimiliki oleh 
rakyat. Sehingga tercipta suatu Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar. 

 
 
Kata Kunci: Tugas dan Wewenang KPU, Pemilukada, Siyāsah Dustūriyyah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

    Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Hā’ 

Khā’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Sīn 

Syīn 

Sād 

Dād 

Tā 

Zā 

‘Ain 

     Tidak dilambangkan 

B 

T 

Ś 

J 

Ḥ 

Kh 

D 

Ż 

R 

Z 

S 

Sy 

Ş 

Ḍ 

Ṭ 

Ẓ 

-‘- 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (titik di atas) 

Je 

Ha (titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (titik di bawah) 

De (titik di bawah) 

Te (titik di bawah) 

Zet (titik di bawah) 

Koma terbalik (di atas) 
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 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

Gain 

Fa’ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wau 

Ha’ 

Hamzah 

Ya 

G 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

’- 

Y 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah   احَْمَدِيَّة

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jamā‘ah   جَمَاعَة 

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 ’ditulis karāmatul-auliyā   كَرَامَةُ الأْوَْليِآَء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 
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E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā,i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan 

tanda (-) hubung di atasnya. 

F. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum    بيَْنكَُم

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul      قوَْل

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof 

(’) 

 ditulis A’antum   أأَنَْتمُْ 

 ditulis Mu’annaṡ   مُؤَنَّث

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’an الْقرُْآن

 ditulis Al-Qiyas الْقيِاَس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

 ’ditulis As-sama الَسَّمَاء

 ditulisAsy-syams الَشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD. 
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J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawial-furūd     ذَوِى الْفرُُوض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

نَّة   ditulis ahlas-Sunnah   اهَْلُ السُّ

سْلاَم  ditulis Syaikhal-Islām atau Syaikhul-Islām  شَيْخُ الاِْ

K. Pengecualian 

 Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

 

 

Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu lantas 

apa harga hidup kita ini? (Pramoedya Ananta Toer) 

 

 

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling 

setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. (Schopenhauer) 

 

 

Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang akan datang 

(Albert Einstein) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat nasional, 

tetap, mandiri dan independen.1 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan 

garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang 

menggambarkan wujud dari sebuah Negara demokratis. Para pelaku di lembaga 

Komisi Pemilihan Umum dipilih dan disaring dari berbagai kalangan dengan melalui 

tahapan- tahapan yang sulit, sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang 

mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.2 

Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi 

juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam 

kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, 

KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai 

politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara dipihak lain, KPU harus betul- betul 

konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang- undangan yang berlaku 

dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.3 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. 
                                                           

1 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca 
Amandemen UUD 1945, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 55. 

2 Rozali Abdullah, Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 
hlm 66. 

3 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca 
Amandemen UUD 1945, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008),hlm 54. 
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Pemilihan kepala daerah semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi 

memutuskan bahwa calon perseorangan diperbolehkan, yang tertuang dalam UU 

No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004.  

Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung 

jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan pemilu maupun 

pemilukada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, mengingat tugas dan 

wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 

Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015. 

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 

wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi 

secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan 

program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. 

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang 

dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas 

tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan 

dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang 

saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa 

suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksakan tugas-tugasnya sesuai dengan 

kewenangan yang dimilikinya. 

KPU  memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya 

Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan 

suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung 
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jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan 

suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin berikut ini: KPU memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilihan dan/atau 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.4 

Selain bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu pada setiap 

tahapannya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. 

Oleh karena itu, KPU dituntut untuk bekerja secara transparan, mandiri dan 

independen. Independen dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu 

merupakan salah satu factor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan 

damai. 

Namun dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari 

berbagai masalah yang ada di dalamnya slah satunya terkait dari ketidakprofesionalan 

penyelenggara pemilu. Kendala- kendala yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan 

pemilu secara umum dibagi dua yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala 

Yuridis dalam pemilu berkaitan dengan regulasi dan kendala non yuridis berkaitan 

dengan kendala yang dihadapi langsung di lapapangan.5 

Berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul, 

masih banyak masyarakat yang mementingkan kebutuhan individunya seperti 

                                                           
4 Pasal 13 ayat (18) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. 
5 Ibramsyah Amirudin, Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 87- 96. 
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bekerja, berladang ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.6 Selain 

itu juga masih didapati politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada.7 Masalah yang 

lainnya yaitu data pemilih yang kurang valid sehingga terjadi banyak pemilih ganda,8 

pemasangan APK yang semrawut dan pelanggaran kampanye yang lainnya. 9 

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk 

implementasi tugas dan wewenang KPU Gunungkidul, karena Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki kewenangan penuh dan telah diatur di dalam Undang- undang berkontribusi 

dalam mensukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Berdasarkan 

fenomena yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI 

PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM 

PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH” 

B. Rumusan Masalah 

Beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar 

belang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                                                           
6http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/pilkada-gunungkidul-walau-kenal-calon-

ada-warga-yang-pilih-golput-675005, akses 24 November 2016. 
7http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/08/pilkada-gunungkidul-kalau-diberi-uang-

mau-terima-soal-pilihan-terserah-saya-668482, akses 24 November 2016. 
8http://jogja.tribunnews.com/2015/09/29/panwaslu-temukan-9075-pemilih-bermasalah, 

akses 24 November 2016. 
9http://www.kompasiana.com/suprapta/pilkada-serentak-2015-apk-dan-pentingnya-

memperhatikan-lingkungan_560a1e674523bdae1143bd49, akses 24 November 2016. 

http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/pilkada-gunungkidul-walau-kenal-calon-ada-warga-yang-pilih-golput-675005
http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/pilkada-gunungkidul-walau-kenal-calon-ada-warga-yang-pilih-golput-675005
http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/08/pilkada-gunungkidul-kalau-diberi-uang-mau-terima-soal-pilihan-terserah-saya-668482
http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/08/pilkada-gunungkidul-kalau-diberi-uang-mau-terima-soal-pilihan-terserah-saya-668482
http://jogja.tribunnews.com/2015/09/29/panwaslu-temukan-9075-pemilih-bermasalah
http://www.kompasiana.com/suprapta/pilkada-serentak-2015-apk-dan-pentingnya-memperhatikan-lingkungan_560a1e674523bdae1143bd49
http://www.kompasiana.com/suprapta/pilkada-serentak-2015-apk-dan-pentingnya-memperhatikan-lingkungan_560a1e674523bdae1143bd49
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1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 menurut Undang- undang No 1 

Tahun 2015 ? 

2. Bagaimana pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap Implementasi Tugas dan 

Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini, mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 menurut UU No 1 Tahun 

2015. 

2. Untuk menjelaskan pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap implementasi tugas 

dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan 

Hukum Tata Negara Islam melalui kegiatan penelitian. 

2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan member hasil dan dapat 

menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain 

yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini. 
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3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi kajian 

Hukum Tata Negara Islam terutama dalam bidang Instansi terkait dalam 

menjalankan tugas dan perannya. 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum menganalisa lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan skripsi ini, penyusun akan menelaah berbagai karya, baik berupa karya 

penelitian serta buku- buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang 

penulis teliti. Adapun karya- karya tersebut diantaranya yaitu : 

Pertama, karya tulis yang berupa skripsi karya Mas’udin Nur dengan Judul 

“Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Peyelenggara Pemilihan Umum 

Perspektif Siyāsah”. Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana pertanggung 

jawaban KPU selaku penyelenggara pemilihan umum dengan menggunakan 

perspektif siyāsah. Hasil penlitian yang diperoleh bahwa, sebagai pelaksana 

pemilihan dalam Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikenal sebagai 

majilis syurā untuk melaksanakan prosesi pemilihan kepala Negara. Majilis syurā 

ditunjuk langsung oleh kepala Negara, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan 

kepada umat, dan umat (rakyat) disini dalam literatur Islam menunjukkan kepada: Al- 

ikhtiyar al- ummah (orang yang memiliki hak memilih), Ahl al- hall wa al-‘aqd 
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(DPR), yang nanti dimusyawarahkan di Majilis Syurā (MPR) yang dilanjutkan 

dengan proses Bay’ah dan Ijma’.10 

Kedua, karya tulis berupa skripsi karya Nurali dengan Judul “Strategi KPU 

Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli”. Skripsi tersebut 

membahas dan menjelaskan tentang strategi KPU Sleman dalam sosialisasi Pilpres 

2014 kepada komunitas tuli melalui media permainan ular tangga Pemilu. Dengan 

bentuk dan konsep sosialisasi yang berbeda pada umumnya, media permainan ular 

tangga pemilu mengajak kaum difabel untuk memahami betapa pentingnya 

memberikan hak pilihnya, dan diajarkan sebab akibat dari mmilih dan tidak memilih. 

Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah sebuah bentuk sosialisasi yang baik, kreatif, 

inovatif, dapat berdampak pada sebuah hasil yang baik pula. Ini terbukti yang 

dilakukan oleh KPU Sleman terhadap masyarakat difabel, dengan sebuah media yang 

dapat memenuhi kebutuhan kaum difabel, dan kerja keras maksimal. Maka KPU 

Sleman memperoleh sebuah hasil yang maksimal.11 

Untuk karya tulis yang lain sperti buku- buku yang dijadikan rujukan maupun 

perbandingan dalam pembahasan penelitian ini, walaupun tidak secara spesifik 

membahas tentang persoalan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi cukup 

untuk menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjai perbandingan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

                                                           
10Mas’udin Nur, Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan 

Umum Perspektif Siyasah, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 
11Nurali, Strategi KPU Sleman Dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli, 

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 
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Dari berbagai kerangka/penelitian di atas, setelah melakukan telaah lebih 

lanjut penyusun beranggapan belum ada karangan/penelitian yang 

mengulas/membahas secara mendalam tentang bagaimana implementasi tugas dan 

wewenang KPU Gunungkidul dalam Pemilukada 2015.    

E. Kerangka Teori 

1. Konsep Siyāsah Dustūriyyah 

Siyāsah Dustūriayah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu 

Siyāsah itu sendiri serta Dustūriyyah. Arti Siyāsah adalah politik Islam, sedangkan 

Dustūriyyah adalah undang- undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyāsah 

Dustūriyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau 

undang- undang bagi kemaslahatan umat. 

Fiqh Siyāsah Dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal- hal sebagai 

berikut12: 

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 

2. Persoalan imāmah, hak dan kewajibannya; 

3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak- haknya; 

4. Persoalan bai’at; 

5. Persoalan waliyul ahdi; 

6. Persoalan perwakilan; 
                                                           

12 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah, 
(Jakarta: Kencana, 2003), hlm.47. 
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7. Persoalan ahlul halli wal aqdi; 

8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya. 

Sumber fiqih dustūri tentu pertama- tama adalah Al- Qur‘an al- Karim yaitu 

ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip- prinsip kehidupan kemasyarakatan, 

dalil- dalil kulliy dan semangat ajaran Al- Qur’an.Kemudian hadis terutama sekali 

hadis- hadis yang berhubungan dengan imāmah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan 

Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.  Dalam hal ini pun 

harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal- hal yang sifatnya teknis ada 

kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan 

teknologi.  

Sumber ketiga adalah kebijakan – kebijakan Khulafa al- Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam 

gaya pemerintahan masing- masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu 

berorientasi kepada sebesar- besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat 

adalah ijtihad para ulama. 

Sumber terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan 

dengan prinsip- prinsip Al- Qur’an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan 

semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada 

kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang 

tertulis, yang penting persyaratan- persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai 
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hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: al- adah al- mahkamah bukan tanpa 

syarat, tapi al- ‘adah al- shāhihah.13 

Di dalam kajian siyāsah dustūriyyah ini menurut keterangan di atas, salah satu 

pokok persoalannya, yaitu tentang ahlul halli wal aqdi. Menurut Rasyid Ridla yang 

dikutip oleh A. Djazuli menjelaskan bahwa yang dimaksud ahlul halli wal aqdi 

adalah orang- orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur 

kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah- masalah 

pertahanan dan ketahanan, serta masalah- masalah kemasyarakatan dan politik. 

Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang 

memilihnya serta mem-bai’at-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut 

dengan wakil masyarakat pada bangsa- bangsa yang lainnya.14 

Al- Mawardi meyebut orang- orang yang memilih khalifah ini dengan ahlul 

ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: Pertama, adil dengan syarat- syarat 

yang menyertainya, kedua, memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memilih 

khalifah yang benar- benar diinginkan oleh rakyat, ketiga, memiliki gagasan dan 

sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat 

menjadi khalifah dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai 

kepentingan.15 

                                                           
13 Ibid. hlm.53-54. 
14 Ibid. hlm.76. 
15 Al- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerinyahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qitshi 

Press, 2015), hlm.11. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk mendaptkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan 

sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penlitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Dimana data- data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau 

observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa 

tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data- data dari arsip 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan mengenai 

Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Gunungkidul pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris, penelitian tersebut 

melihat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) 

menilai sesuai atau tidak dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menilai implementasi tersebut maka 

digunakan pendekatan empiris dimana pendekatan tersebut melihat fakta-fakta yang 

ada dilapangan. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memproleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan observasi ke lokasi Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul terkait bagaimana usaha KPU 

Gunungkidul dalam mensukseskan Pemilukada 2015. 

b. Wawancara (Interview) 

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara 

dengan berkomunikasi langsung terhadap pihak- pihak yang terkait dalam 

permasalahan penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Langkah terakhir yang penulis lakukan yaitu melakukan dokumentasi. 

Dokumentasi  bisa berupa data- data dari setempat ataupun dari lembaga- 

lembaga yang berkaitan dengan pokok masalah yang peneliti ambil. 

5. Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik 

pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan observasi 

(pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. 

b. Data sekunder 
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Data yang diperoleh dari catatan- catatan, dokumen- dokumen, laporan- 

laporan, maupun arsip- arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu data sekunder 

lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku- buku, 

karya ilmiah, jurnal, Koran, internet, dan lain- lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang 

diperoleh bukan berupa angka tetapi berupa informasi dari hasil wawancara dan 

rincian data terkait. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan 

data deskripsi analisis. Analisis deskriptif yaitu analisis dari pernyataan tertulis atau 

lisan yang memberikan keterangan atau penjelasan mengenai implementasi tugas dan 

wewenang KPU dalam menjalankan tugasnya pada Pemilukada 2015 di 

Gunungkidul. 

7. Sistem Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam membaca skripsi ini, penulis membuat sistematika 

pembahasan skripsi sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu, latar belakang masalah yang diteliti, kemudian 

permasalahan- permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan, 

dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasannya. 

Bab kedua menjelaskan tentang kerangka teori yang meliputi konsep 

pemilihan pemimpin dalam fiqh siyāsah dustūriyyah. 
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Bab ketiga . menjelaskan tentang implementasi tugas dan wewenang KPU 

Kabupaten Gunungkidul. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum 

Kabupaten Gunungkidul dan KPU Gunungkidul. Serta memaparkan hasil penelitian 

di lapangan. 

Bab keempat penulis akan menganalisis pandangan siyāsah dustūriyyah 

terhadap implementasi tugas dan wewenang KPU Gunungkidul. 

Terakhir, Bab kelima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran- 

saran, disertai daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang tersaji pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Dalam implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Gunungkidul pada Pemilukada 2015, dapat dikatakan dalam 

menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sudah professional dan sesuai dengan 

Undang- undang nomor 1 tahun 2015. Dimana apa yang telah diatur dalam 

undang- undang tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilukada 2015. Terbukti dengan tidak adanya penyimpangan 

yang sampai ke meja hukum. Semua permasalahan dan pelanggaran yang terjadi 

dapat cepat teratasi dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pemilukada KPU 

Gunungkidul selalu mengedepankan musyawarah dan selalu berkoordinasi dengan 

stake holder yang ada. Meskipun partisipasi pemilih hanya sebesar 70,10%, 

jumlah tersebut masih cukup baik karena KPU Kabupaten Gunungkidul sendiri 

menargetkan 70,12%, hanya selisih 0,02% dari target yang ditetapkan oleh KPU 

Gunungkidul. 

2. Sedangkan pandangan Siyāsah Dustūriyyah terhadap sikap KPU Kabupaten 

Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 yakni kaidah- kaidah yang ada dalam 

konsep ahlul halli wal aqdi belum sepenuhnya diterapkan oleh KPU Kabupaten 

Gunungkidul. Terbukti dari ditemukannya beberapa petugas PPDP yang belum 
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melakukan coklit sesuai dengan standar operasional yang ada. Dimana sebagai 

lembaga pemilihan yang memegang amanah dari rakyat untuk memilih sekaligus 

menyeleksi calon pemimpin seharusnya dalam menjalankan tugasnya harus 

professional. Akan tetapi, apabila memandang sikap KPU Kabupaten Gunungkidul 

dari sudut yang berbeda secara keseluruhan, dimana sebagai lembaga yang 

bertanggungjawab dalam terciptanya suatu Pemilukada yang aman, damai, dan 

lancar telah menjalankan prinsip dasar Islam yaitu prinsip Syurā dengan sangat 

baik. 

B. Saran  

Secara umum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 

2015 sudah berjalan lancar. Namun, agar pelaksanaan pemilu maupun pemilukada 

selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi, maka terdapat beberapa saran penulis yang 

direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata dan dapat 

menjangkau seluruh daerah- daerah yang ada di Gunungkidul. 

2. Meningkatkan SDM pihak penyelenggara agar tidak gaptek. 

3. Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota penyelenggara terkait regulasi. 

4. Memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan bagi pemilih pemula. 

5. Memberikan pemahaman kepada pasangan calon yang bersaing terkait regulasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

Daftar Terjemahan 

No. Hlm BAB FN Terjemahan 

1 23 II 31 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

2 24 II 32 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 

bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka 

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. 

3 24 II 33 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; 

dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang 

Kami berikan kepada mereka. 

 

 

 



 

II 
 

Lampiran II 

Pedoman Wawancara 

Narasumber : Bapak Moh. Zaenuri Ikhsan (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dan 

Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi, dan SDM) 

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilukada Gunungkidul 

2015? 

2. Faktor apa saja yang meyebabkan timbulnya permasalahan tersebut ? 

3. Bagaimana usaha KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan masalah 

tersebut? 

4. Apakah sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih sudah dijalankan secara 

maksimal? 

5. Mengapa masih terjadi penurunan partisipasi pemilih dari pemilukada yang telah 

berlangsung? 

6. Adakah cara preventif yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul guna 

meminimalisir pelangaran yang ada ? 

7. Adakah strategi- strategi khusus yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul 

untuk mensukseskan Pemilukada yang telah berlangsung ? 

Narasumber : Bapak Budi Haryanto, S.Pd (Komisioner Panwaslu (Pengawasan dan 

Hubungan Antar Lembaga)) 

1. Apa indikator suatu pemilu dapat dikatakan berhasil? 

2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pemilukada 2015? Adakah yang sampai 

jalur hukum ? 

3. Permasalahan apa yang dihadapi pada tahap persiapan? 

4. Permasalahan apa yang dihadapi pada tahap pelaksanaan? 

5. Dalam tahap kampanye permasalahan apa yang dijumpai oleh Panwaslu? 

6. Adakah tindakan preventif untuk mencegah permasalahan tersebut? 

7. Bagaimana penyelesaian semua permasalahan tersebut? 

8. Bagaimana kinerja KPU dalam Pemilukada 2015? Apakah sudah mencerminkan 

lembaga pemilihan yang LUBER dan JURDIL? 



 

III 
 

9. Apakah KPU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal ? 

10. Pada pelaksanaan Pemilukada 2015 apakah sudah sesuai dengan harapan 

Bapak selaku Panwaslu? 

11. Apa saran dan harapan Bapak untuk Pemilu yang akan diselenggarakan 

selanjutnya? 
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Lampiran III 

 

 

 

 

 

Senam Sehat dalam rangka Launching Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan 
Wakil  Bupati Gunungkidul Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Pentas Seni 

 
Pelaksanaan Kampanye Damai 
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Salah satu bentuk pelanggaran APK 

 
Penulis bersama Bapak Moh. Zaenuri Ikhsan 
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